BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis
uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan, sebagai
berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan oleh
Warkop DKI dalam Sengketa Hak Cipta dan Merek antara Warkop DKI
dengan Warkopi merupakan sebuah Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Dalam hal ini Alternatif Penyelesaian Sengketa yang digunakan bukan
merupakan Penyelesaian Sengketa yang biasa digunakan dalam
menyelesaiakan Sengketa Hak Cipta dan Merek. Alternatif
Penyelesaian Sengketa yang digunakan adalah dengan melakukan
Somasi terhadap pihak calon tergugat, dalam hal ini Warkopi
melakukan gentlemen agreement terhadap Somasi yang diberikan oleh
Warkop DKI. Penyelesaian sengketa dengan Somasi dapat dikatakan
sebagai  Alternatif Penyelesaian Sengketa karena merupakan
penyelesaian yang dilakukan diluar jalur pengadilan, berhasil
menyelesaikan Sengketa Hak Cipta dan Merek antara kedua pihak, dan
hasil dari Somasi tersebut dilaksanakan oleh Warkopi dengan
melakukan take-down atas karya yang memiliki kemiripan dengan
karya Warkop DKI, dan mengganti nama merek “Warkopi” yang
memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Warkop DKI”.
Dengan ini dapat disimpulkan bahwa dengan perkembangan teknologi
dan kemajuan informasi, proses penyelesaian sengketa menjadi lebih
mudah dan fleksibel.

2. Efektivitas dari Alternatif Penyelesaian Sengketa yang digunakan oleh
Warkop DKI dalam Sengketa Hak Cipta dan Merek antara Warkop DKI
dengan Warkopi dapat dilihat berdasarkan beberapa hal, diantaranya
dengan melihat kriteria dari proses Alternatif Penyelesaian Sengketa

yang efektif, Alternatif Penyelesaian Sengketa yang digunakan oleh
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5.2

Warkop DKI dalam Sengketa Hak Cipta dan Merek antara Warkop DKI
dengan Warkopi memenuhi 4 dari 6 Kkriteria proses Alternatif
Penyelesaian Sengketa yang efektif, yaitu Forum Penyelesaian
Sengketa yang dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa,
efektivitas keberlakukan dari hukum yang diterapkan dalam sengketa,
proses pengambilan keputusan yang cepat dan biaya relatif wajar, dan
kepatuhan para pihak terhadap keputusan yang dihasilkan. Selain itu
juga terdapat manfaat dari Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui
Somasi, yaitu tercapainya kepuasan bagi para pihak dan efisiensi waktu,
biaya, dan tenaga. Pihak Warkop DKI juga mendapatkan manfaat dari
Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dilakukan, yaitu memberikan
kesadaran hukum dan keinginan untuk memahami tentang Hukum
Kekayaan Intelektual untuk mencegah sengketa yang sama terjadi
Kembali.

Saran

Dalam upaya pencegahan terjadinya Sengketa Hak Cipta dan Merek
diperlukan pengawasan secara efektif oleh Pemerintah, hal ini agar hukum
yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual dapat berjalan dengan
efektif, selain pengawasan dibutuhkan juga pengaturan mengenai Alternatif
Penyelesaian Sengketa yang lebih luas, karena sejauh ini pengaturan
mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa terbatas pada Undang-Undang
Nomor Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengaturan mengenai
Alternatif Penyelesaian Sengketa selain arbitrase belum diatur secara
langsung dalam Undang-Undang secara tertulis.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat mengadakan
pengarahan atau edukasi kepada masyarakat mengenai Kekayaan
Intelektual. Dalam hal ini tidak hanya Hak Cipta dan Merek yang perlu
untuk dipahami oleh masyarakat tetapi seluruh Kekayaan Intelektual,, hal

ini dilakukan untuk mencegah terulang Kembali sengketa Kekayaan
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Intelektual akibat minimnya pengetahuan masyarakat atas Kekayaan

Intelektual.
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